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Format 5 : Bentuk SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
PPID Pembantu

NOMOR SOP 555 /280 /KMF.P3. B/ kP /2022

UEaA Caas

TANGGAL PEMBUATAN 19 @qel A022

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

TIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEPAHIANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DISAHKAN OLEH

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG

) 04' 00604 1 007
NAMA SOP PENYUSUNAN DAM NAOR mktpxﬁ DOKUMENTASI PUBLIK PPID PEMBANTU
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.  mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahul tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4,  memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.  Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
6. dst...
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2.  Term of Reference;
3. Alat Tulis Kantor;
4.  Komputer/Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2. Disimpan sebagai data.
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NO

KEGIATAN

PELAKSANA

PENDUKUNG

PPID PEMBANTU

PPID UTAMA

ATASAN PPID

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

Mengumpulkan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas dan
relevan dengan tupoksi masing-
masing komponen di PPID
Kabupaten Kepahiang, baik yang
diproduksi sendiri, dikembangkan
maupun yangdikirim ke pihak lain,
berupa arsip statis, dinamis, arsip
aktif, arsip inaktif dan arsip vital
yang dikuasai. Informasi yang
dilakukan meliputi jenis dokumen,
penanggung jawab pembuatan,
waktu dan tempat pembuatan, serta
bentuk informasi yang tersedia
dalam hardcopy dan softcopy. Format
pengisian dalam pengumpulan
informasi dan dokumentasi pada
masing-masing

komponen di PPID Kab.Kepahiang

UU No. 14 Tahun2008;
UU No. 25 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2013;
PP No. 61 Tahun 2010;
Perki No. 1 Tahun 2010;
Perki No. 1 Tahun 2013.

Secara berkala, sérta merta dan
setiap saat

DIDP yang telah
dikumpulkan dari
komponen dan
Perangkat Daerah

Mengklasifikasikan seluruh informasi
dan dokumentasi yang telah
dikumpulkan,diidentifikasi
berdasarkan sifat informasi dan
dokumentasi, mengklasifikasi
informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan dengan kategori
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 14
Tahun 2008. Pengujian tentang
konsekuensi dengan seksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan
Informasi dan Dokumentasi Publik
tertentu dikecualikan oleh setiap
orang.

UU No 14 Tahun 2008;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2013;
PP 61 Tahun 2010;

Perki No 1 Tahun 2010;
Perki No'1 Tahun 2013.

Secara berkala, serta merta dan
setiap saat

DIDP yang telah

diklasifikasi
kebenarannya

Mendokumentasikan informasi publik
dalam bentuk softcopy dan
menyimpan dokumen dalam bentuk
hard copy dengan mekanisme seperti
mengarsipkan dan memisahkan
dokumen sesuai klasifikasi informasi,
dokumentasi wajib, secara berkala,
serta merta dan setiap saat. Dibuat
daftar Informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan

Alat tulis kantor

Secara berkala, serta merta dan
setiap saat

DIDP

Menetapkan DIDP secara resmi dan
mengumumkannya kepada
masyarakat.

Mengadakan rapat bersama
dengan PPID Utama dan PPID
Pembantu untuk Menetapkan
DIP

Setelah DIDP terkumpul dari PPID
Pembantu

Stirat Keputusan DIDP
yang ditandatangani
oleh Atasan PPID

Setelah DIDP ditetapkan,
jika ada tambahan
informasi baru, dibuat SK
untuk ditetapkan

Mengunggah DIDP ke website resmi
PPID Utama Kab.Kepahiang dan
Perangkat Daerah (PPID Pembantu)
maupun melalui sarana informasi
lainnya.

F 3

Website dan sarana informasi
lainnya yang dimiliki oleh
komponen dan Perangkat
Daerah

Setelah DIDP ditetapkan oleh
Atasan PPID

Adanya konten DIDP di
website PPID Utama
Kabupaten Kepahiang
dan Perangkat Daerah
(PPID Pembantu)
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Format 6 : Bentuk SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG

565 /187/ KMF. P> . B/ KPH / 2021

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 9 Mgl 2022

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

, TK.I, IV /b

NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaart Informasi Publik; 1.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Permohonan Pelayanan Informasi Publik;
2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Permohonan Pelayanan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4.  memahami tahapan pelaksanaan kegiatan,
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.  Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
6. dst...
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2. Term of Reference;
3.  Alat Tulis Kantor;
4.  Komputer/Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2. Disimpan sebagai data.

0904 200604 1 007

D, 28D
“SPELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




c

PELAKSANA PENDUKUNG
KOMPONEN
NO KEGIATAN PEMOHON BAGIAN DAN KETERANGAN
INFORMASI | REGISTRAs1 | PRIDDANPHID | pprangrar KELENGKAPAN WAKTU UTPUT
PPID DAERAH
1 Pemohon Informasi menyampaikan permohonan 1. Formulir Permohonan Pada hari dan jam | Formulir Permohonan
Informasi yang dibutuhkan, secara langsung dan tidak Informasi yang Kerja untuk pemohon | informasi yang telah
langsung. tersedia dimeja | informasi sécara | diisi  lengkap  dan
ditampilkan di | langsung dan setiap | Dilampiri fotocopy/
website, saat untuk pemohon | scan  identitas  diri
2. Fotocopy atau  scanl informasi secara tidak | (NIK)
identitas diri (NIK) dar] langsung
pemohon informasi
2 - Melakukan registrasi berkas permohonan informasi Semua data-data Pada hari dan jam DIP yang telah
publik. pembhon informasi kerja untuk pemohon tersusun dalam
- Jika dokumen/informasi yang diminta telah masuk disimpan dalam bentuk informasi secara bentuk hardcopy dan
dalam DIP dan sudah ada di meja informasi atau 3 Hardcopy dan softcopy langsung dan setiap softcopy
sudah terdapat di website PPID, maka langsung saat untuk pemohon
diberikan kepada pemohon informasi atau bisa informasi secara tidak
langsung diunduh oleh pemohon informasi. langsung
Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum
masuk dalam DIP, maka berkas permohonan
disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.
3 PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah DIP yang telah 10 (sepuluh) hari kerja | DIP
untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah ditetapkan oleh sejak permohonan
termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan komponen atau informasi diterima
kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Perangkat Daerah oleh PPID
Daerah memberikan informasi atau dokumen yang - -
dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.
4 Memberikan informasi atau dokiimen yang diminta oleh Informasi atau Dokumen Perpanjangan Informasi
yang diminta oleh Permohonan publik yang diminta

pemohon informasi yang telah menandatangani tanda
bukti penerimaan informasi atau dokumen.

'y

pemohon informasi

informasi adalah
7 (tujuh)hari kerjd

oleh pemohon
informasi
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Format 7 : Bentuk SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KOMUNIKAS] INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR SOP

555/ 288,/ KME . P35 /KPH/ 2024

TANGGAL PEMBUATAN

19  m™Mel 2022

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPAHIANG

&
NAMA SOP N4 Kn NS INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PECAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Uji Konsekuensi Informasi Publik;
Z.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.  mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4.  Peraturan Pemefrintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4. memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
6. dst...
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2.  Term of Reference;
3.  Alat Tulis Kantor;
4. Komputer/Jaringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Disimpan ddlam bentuk softcopy dan hardcopy;

2. Disimpan sebagai data.

ATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
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PELAKSANA PENDUKUNG
TIM KOMPONEN
NO KEGIATAN PPID UTAMA DAN PERTIMBANGAN ATAU KETERANGAN
PERANGKAT PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PPID PEMBANTU PELAYANANIN
FORMASI DAERAH
Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang Berkas  Permohonan Setiap saat Berkas Permohonan

1 4
tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan infromasi/dokumen informasi yang telah
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. datl Pemohon diisi lengkap dan

Informasi dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri (NIK)

2 Memberikan g_ertimbangana s _informasi/ Dasar hukum: Pada hari dan jam Surat Keputusan Tim
Dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Undang-Undang kerja Pertimbangart
berdasarkan Undang-Undang, kepatutan dan Norhor 14 Tahun 2008 Pelayanan Informasi
kepentingan umum " tentang Keterbukaan

» Informasi Publik dan
PERKI 1 Tahun 2010
3 - Menyampaikan kepada PPID atas Status Informasi/dokumen Pada hari dan jam Informasi/dokumen
informasi/dokumen yang diminta pemohon yang telah dinyatakan kerja, maksimal 10 dari komponen atau
informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka untuk publik (sepuluh) hari kerja, | Perangkat Daerah
terbuka. _ sejak permohonan
- Jika informasi/dokumen yang dimaksud informasi teregistrasi
adalah terbuka, maka PPID memerintahkan
kepada komponen/Perangkat Daerah untuk <+
menyerahkan  informasi/dokumen  yang
dimaksud. ~
- Jika status informasi/dokumen oleh Tim >
Pertimbangan Pelayanan Informasi
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat
surat penolakan kepada pemohon informasi.
Meinbiefik inf ] s dpnlnta ool Informasi/dokumen Maksimal diberikan Informasi Publik yang
4 Py iar?forrgac;{nfig?:lgag?ngnandatangani yang diminta oleh perpanjangan diminta oleh Pemohon
v Pemohon Informasi pemenuhan Informasi atau surat

tanda bukti penerimaan atau memberikan surat
penolakan kepada pemohor jika status
informasi/dokumen dinyatakan rahasia.

atau surat penolakan
Jika informasi/
dokumen tersebut
dikategorikan rahasia

permohonan informasi
selama 7 (tujuh) hari
sejak pemberitahuan
tertulis diberikan

dan tidak dapat
diperpanjang lagi

penolakan
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Format 8 : Bentuk SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KOMUNIKAS] INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG

555 /289/ kME. Ps.B / xo [2022

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

19 Ml a2

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

EPAHIANG

DISAHKAN OLEH

IKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

1,1V/b
29| 00604 1 007
A g
NAMA SOP ANGANMANIKEBERATAN INFORMAS] PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Penanganan Keberatan Informasi Publik;
2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.  mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4,  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4.  memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.  Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
6. dst...
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2.  Term of Reference;
3.  Alat Tulis Kantor;
4. Komputer/]aringan Internet.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2.  Disimpan sebagai data.
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Pelaksana Pendukung
. " PPID
No. Kegiatan Pemohon Bagian Atasan Keterangan
Informasi Registrasi atau PPID Kelengkapan Waktu Output
PPID Pembantu
ohon Informasi  menyampaikan engajuan ; i T = R i = T
1 Egl?:tratal_'l atas tifiak terlayanlryya P‘erohona& il L i‘;‘;f::gn Pﬁ,’}f,f,’::; Pada hari dan jam ::2::::;1:“ gz{;gya;l::::
informasi yang dibutuhkan mela_tm: ) Publik yang tersedia | kerja informasi public vang
1. datang langsung dan me_nglm fotimu]n- permohonan dimeja pelayanan PPID telah diisi lengkap dan
pengajuan keberata_n npf01'maS| publik dengan atau ditampilkan dilampiri fotocopy/ scan
melengkapi fotocopy identitas a_ilri (NTK); . diwebsite dan dapat identitas diri (NIK)
2. melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh;
diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) 2. Fotocopy atau  scan
kemudian dikirim kealamat email PPID yang tertera identitas diri (NIK) dari
diwebsite; ) ) pemohon yang
3. mengirim fax formulir permohonan informasi yang mengajukan keberatan,
telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri
(NIK) ke nomor fax PPID.
] = ) ey ; Semua data-data Pada bk das Daftar pengajuan
2 | Mltoikan, regiseant, forills peogain Loborsian pemobon informasi | 4% keberatan _pelayanan
keberatan kepada Atasan PPID -_.. ;- disimpan dalam bentuk ) informasi yang telah di-
hardcopy dan softcopy file dalam bentuk
hardcopy dan softcopy
; i ara ¥ Berkas pengajuan idani Daftar surat
3 ye%e&ﬂlﬁs?n&ﬁ“aﬁ'Eaﬁeﬁém‘é?&é‘ﬁﬂgﬁaﬁ?n‘éaa';{ IH’ID keberatan pe'lla?anan Fal Tark i yang harus diberikan
Pembantu untuk menjawab permohonan informasi informasi yang telah diisi | kerja kepada PPID dan PPID
lengkap Pembantu
S bantu unfuk i eri
4 m;mg;glma pgrrﬁFr?tazrf Pui)ncflgpnl;:sliu Pc?;'l!i * ¥emohon . E:;::::tan szpf;;ﬁ:ﬁ Pada hari dan jam E:r:;t]i]:cn:te;};da PPID
Informasi. informasi yang telah kerja dan PPID Pembantu
diisi lengkap; untuk memenuhi
permintaan pemohon
-= < 2.DIP yang telah informasi yang
diumumkan mengajukan  keberatan
pelayanan informasi
publik

w

- Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon
informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang

dimaksud telah masuk DIP.

Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan
kepada pemohon informasi.

- Jika informasi yang diinginkan pemohon Informasi
tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan,
karena informasi belum tersedia atau termasuk
informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat
penolakan kepada Pemohon Informasi.

A 4

Dokumen/informasi
vang dimaksud dleh
Pémohon Informasi atau
rekomendasi surat
penolakan

Pada hari dan jam

kerja

Informasi publik
yang diminta oleh
Pemohon Informasi atau
surat penolakan
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Format 9 : Bentuk SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

¢

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR SOP

555 /290 JkMF - 75.8 / ki /2022

TANGGAL PEMBUATAN

9 Mel 2042

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

- DINAS KOMURIK ASL
MATIKAPERSAND
DAN STATISTIR

é‘nggpééoﬁ 200604 1 007

NAMA sop FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Fasilitasi Sengketa Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4. memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5.  Peraturan Bupati Kepahiang Normor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

6: dst.a

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2. Term of Reference;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Komputer/Jaringan Internet.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
2. Disimpan sebagai data.
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Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Pemohon PEIR Atasan Komisi Keterangan
Informasi atau PPID Informasi Kelengkapan Waktu Output
PPID Pembantu
-~ Setiap Pemohon Informasi  dapat mengajukan 1. F lir Pengajuan | Pada hari de j y
1 kebergtan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam I{Z‘I.Jr:t:tan- bl kerja, xgakslr:r;l ja{g Berkas
yvaktu 19 (sep_uluh)' hari kcrja_, sejak permohonan 2. Informasi Publik yang tersedia | (sepuluh) hari kerja, Permohonan
informasi teregistrasi dan diberikan. _ ) dimeja pelayanan PPID atau | sejak permohonan | informasi  yang
- Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi ditampilkan diwebsite dan | informasi teregistrasi telah diisi
selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis dapat diunduh; lengkap o
diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. 3. Fotocopy atau scan identitas s
i ?g[]() dort | Pemuh dilampiri
il ari emohon
Informasi yang mengajukan ]fztoitj)py/scand. ;
keberatan. antikas AL
(NIK)

2 Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa Tanggapan
informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa tertulis dari
informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama — PPID

perihal

informasi yang

disengketakan
Diajukan dalam waktu

3 Tim fasilitasi sengketa informasi di Ketuai oleh PPID paling  lambat 14
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, L. (empat belas) hari kerja
pejabat yang menangani Bidang hukum, pejabat B setelah diterimanya
fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan. tanggapan tertulis dari

Atasan PPID.

4 Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses
penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.

5 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik

diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kota sesuai
dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan
PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan
Pemohon Informasi.

v




